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Masalah jaminan HAM merupakan hal yang terus menjadi perhatian 

dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam hal penegakan hukum pidana. Di 
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diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan beberapa Undang 

Undang lain diluar KUHAP. Namun dalam penerapannya masih terdapat 

penyimpangan terhadap aturan-atuan tersebut, karena alasan inilah penulis 

membuat skripsi yang berjudul “HUKUM ACARA PIDANA DALAM 

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

mengikuti ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sebagaimana 

penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun sehingga dapat menyempurnakan tulisan ini dan dapat 

dipergunakan nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi 
pihak-pihak yang memerlukannya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat disetiap belahan bumi ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum 

seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero sebagai ubi societas ibi ius yang berarti 

dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur 

masyarakat itu sendiri.1 Hal ini dapat dibuktikan melalui sejarah perkembangan 

peradaban manusia.

Hukum secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum

privat. Hukum publik antara lain meliputi: hukum tata usaha negara, hukum tata

negara, hukum pidana. Sedangkan hukum privat antara lain meliputi hukum perdata,

dan hukum dagang.

Selain itu, ada lagi pembagian hukum menjadi hukum materiel dan hukum 

formiel. Hukum materiel adalah hukum yang berisi materi hukuman, sedangkan 

hukum formiel mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum 

materiel. Begitu pula dengan hukum pidana yang dibagi kedalam hukum pidana 

materiel dan hukum pidana formiel.2 Hukum pidana formiel atau hukum acara pidana

1 Darwin Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 2002 hal 1
2 Ibid.,hal 3

1
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memuat dua sisi kepentingan perlindungan yaitu terhadap masyarakat dan pelaku

tindak pidana.

Dalam hukum acara pidana diatur bagaimana cara mempertahankan hukum 

pidana materil yang tentu saja harus sesuai dengan konsep hak-hak asasi manusia. 

Kepentingan perlindungan hukum dari sudut masyarakat adalah keinginan untuk 

terayomi melalui proses hukum sedangkan dari sudut pelaku secara hukum merasa 

terayomi dengan adanya batas-batas perlakuan dan kewenangan hukum yang 

ditentukan secara limitatif, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hukum acara pidana juga harus dipahami sebagai proses hukum yang 

mengatur tata laku dan kewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas

penegakan hukum.

Satu-satunya kekuasaan dan kewenangan penegak hukum hanyalah

kewenangan yang bersumber dan berdasarkan undang-undang. Pembagian

kewenangan dan kekuasaan aparat penegak hukum dalam KUHAP berjalan menurut

alur desain prosedur melalui tiga tahap:

1) Tahap pra adjudikasi atau tahap sebelum sidang pengadilan dengan sentral 

kekuasaan ada pada polisi/jaksa.

2) Tahap adjudikasi sebagai tahap dipersidangan, dengan sentral kekuasaannya pada

hakim.
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adjudikasi tahap setelah sidang pengadilan dengan lembaga 

pemasyarakatan sebagai sentral figurnya.

Hukum acara pidana mempunyai spirit untuk menjamin adanya pelaksanaan 

hukum yang adil dan layak (<due process oflaw) dan menghindarkan diri dari 

praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang atau arbitrary process diseluruh 

elemen dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaaan, pengadilan 

sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

3) Tahap puma

proses

Makna proses hukum yang adil dan layak sering disalah artikan oleh 

masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum, sebagai proses yang hanya dikaitkan 

dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara dengan tersangka 

atau terdakwa. Arti dari due process of law lebih luas dari sekedar penerapan hukum 

atau peraturan perundang undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang 

proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak- 

hak yang dipunyai warga masyarakat. Meskipun ia menjadi pelaku kejahatan3

Due process of law harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan

seorang warga negara yang dijadikan tersangka atau terdakwa, dimana status

hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak- haknya sebagai

warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan

3Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hal 6
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mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau 

terdakwa menjadi hilang.

Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasihat hukum), hak untuk 

mengajukan pembelaaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili 

dengan pengadilan yang adil, jujur, tidak memihak dan membuktikan kesalahannya 

melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin.

Hukum acara pidana Indonesia pada prinsipnya mempunyai ciri unifikasi dan 

kodifikasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8

tahun 1981. KUHAP sebagai produk hukum nasional dipandang sebagai karya agung

bangsa Indonesia, karena di dalamnya memberikan perlindungan dan pengakuan atas 

hak asasi manusia. Hal ini berlainan dengan hukum acara pidana sebelumnya yaitu

HIR (Herziene Inlandsh Reglement). Dalam penjelasan atas Undang Undang no.8

tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ditekankan betapa

pentingnya penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun

hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Menurut pandangan Mardjono 

Reksodiputro, hak asasi manusia mengandung tiga elemen utama yaitu: hak warga 

negara, hak politik (political rights), hak sosial (social rights). Hak warga negara 

merupakan hak yang utama, karena apabila hak warga negara ini benar-benar dimiliki

dan dipertahankan di pengadilan, maka barulah hak politik dan hak sosial itu

2000° h^69™ Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan\ Jakarta, Graroedia,
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mempunyai arti. Oleh karena itu pernyataan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan hak 

dan kewajiban warga negara perlu diwujudkan dalam sistem peradilan pidana, 

merupakan pengakuan bahwa due process of law merupakan spirit dari KUHAP.

Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan 

dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiel. Dan 

dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang 

sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.6 Pada sisi lain, hukum juga 

memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya 

untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara 

pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim 

serta pihak lain yang terlibat.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah apabila terjadi penggunaan 

kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum.7 

Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada 

terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam 

mewujudkan negara hukum.

negara

5 Ibid.yhal 72
6 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, J 995, hJm. 25

Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan Upaya Paksa dari penegak hukum, yang 
dalam hal ini melanggar H AM tersangka/terdakwa, misalnya tindakan yang dilakukan dengan 
kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). baca Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas 
Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaam Kedudukan dalam Hukum, P.T. Alumni, Bandung, 
2003, hlm. 6.
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Menurut Sri Soemantri ciri-ciri negara hukum antara lain:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas 

hukum atau peraturan perundang-undangan;

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan

84. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Di Indonesia jaminan perlindungan HAM dituangkan dalam konstitusi maupun 

berbagai peraturan perundang-undangan. Selain UUD 1945 amandemen yang ke 4, 

jaminan perlindungan HAM juga terdapat antara lain dalam UU No. 39 tahun 1999,

UU No.5 tahun 1998 termasuk juga UU No.8 tahun 1981. Pada hakekatnya, upaya

mengimplementasikan HAM ke dalam Undang-undang tersebut ditujukan untuk

menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan

martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.

Dalam kaitan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu

peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. 

Apabila penegakan hukum tidak beijalan dengan baik, peraturan perundang- 

undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti 

dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang- 

undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari

sesuai

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29
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Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi 

pada penegakan hukum.9

sempurna.

Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih 

sangat terbatas Penegakan dan pelaksanaan hukum belum beijalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sebagai karya agung bangsa Indonesia, 

KUHAP telah meletakkan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, 

terdakwa, terpidana secara memadai. Akan tetapi dalam peijalanannya, apa yang 

terangkai secara indah dalam baris-baris kata dan kalimat dalam pasal-pasal KUHAP 

tersebut dalam implementasinya terbukti tidak mampu menghadirkan 

“penghormatan” terhadap harkat dan martabat manusia akibat penyalahgunaan 

kewenangan oleh aparat penegak hukum secara tidak bertanggungjawab dan 

terkontrol. Kewenangan yang hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara berubah fungsi menjadi alat 

penindas dan penyiksa warga negara yang disangka menjadi pelaku tindak pidana 

(tersangka, terdakwa, terpidana), meski KUHAP telah memberi batasan dengan asas- 

asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum. Asas-asas tersebut

adalah:

1) the legality principle,
2) the presumption of innocence,
3) the rule for arrest and accusation,
4) the rule on detection pending trial,

9. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 25
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5) the minimum rights accorded to accused to prepare his defens,
6) the rule examination during preliminary investigation and during the trial,
7) the independence of court of justice and examination in ayublic trial,
8) the rules on appeal and review against a court decision.1

Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak

terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena pada tingkat ini

tersangka/terdakwa rentan diperlakukan sebagai obyek. Penyidikan misalnya

seringkali dilakukan secara kekerasan (yiolence) dan penyiksaan (torture), bahkan

dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah “membudaya”, meskipun

telah adanya perubahan sistem KUHAP, yaitu tidak dikehendakinya suatu pengakuan

terdakwa sebagai alat bukti.

Tentang hal ini sebenarnya KUHAP secara implisit telah mencoba

memberikan perlindungan untuk menghindari perlakukan kasar, kekerasan dan

penyiksaan, misalnya melalui Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam

pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Memori Penjelasan atas Pasal 52 KUHAP ini menyatakan agar supaya 

pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, 

maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib

10 /6/4,hal 36
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dicegah adanya paksaan atau tekanan-tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 

Sedangkan Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan 

saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk 

. Pasal 52 dan Pasal 117 ini ada baiknya dikaitkan dengan prinsip universal

atau

apapun

tentang non self increminalion dari tersangka, terdakwa, terpidana (hak tersangka, 

terdakwa, terpidana untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana

tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya. Pasal 66 KUHAP

(tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3)

KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).

Sementara jaminan KUHAP terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana

yang juga bermaksud melindungi tersangka, terdakwa, terpidana dari perlakukan

yang melanggar hak asasi manusia, keberadaannya tidak dijunjung tinggi bahkan

sering kali diabaikan. Hak-hak yang dijamin KUHAP antara lain adalah: hak untuk

segera mendapat pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP), hak untuk

diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang apa

yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) KUHAP), hak untuk memberikan

keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP), hak untuk
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mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1), hak atas 

bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP), hak memilih sendiri hukumnya (Pasal 55 

KUHAP), hak untuk mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya (Pasal 58 

KUHAP), hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah 

mengenai penanahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP), hak mendapatkan 

kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP), hak untuk berkomunikasi setiap kali ia

memerlukan (Pasal 61 KUHAP), hak untuk tidak disensor dalam hal ia berkirim atau

menerima surat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP), hak untuk tidak dibebani kewajiban

untuk membuktikan (Pasal 66 KUHAP) dan hak untuk menuntut ganti kerugian dan

rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP) .

Sementara di tingkat penuntutan, beberapa bentuk penyimpangan juga

seringkah terjadi, misalnya melepaskan tahanan dengan tujuan mendapat imbalan,

penggelapan barang bukti/barang rampasan, menyimpan barang bukti yang tidak

sesuai tempatnya, menyalahgunakan barang bukti/barang rampasan, meminta uang,

imbalan, atau hadiah dari keluarga terdakwa, menyalahgunakan wewenang untuk

meminta uang/fasilitas kepada terdakwa, melakukan rekayasa dalam penanganan
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perkara, adanya KKN dalam penyidikan perkara, mempetieskan atau tidak

menindaklanjuti perkara yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.

Kewenangan yang juga rentan disalahgunakan oleh penyidik maupun

penuntut adalah kewenangan diskresi untuk melakukan upaya paksa, misalnya

kewenangan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan penghentian

penyidikan. Pertimbangan untuk menggunakan kewenangan ini sangat subyektif

tergantung pada kemauan pribadi penyidik maupun penuntut sehingga membuka

peluang penyalahgunaan kewenangan. Penggunaan upaya paksa pada akhirnya sering

tidak berdasar pada pertimbangan kepentingan mencari kebenaran materiil namun

berdasar pada keuntungan yang bisa didapat oleh penyidik maupun penuntut.

Akhirnya dapat kita lihat ketidak adilan terjadi dalam penggunaan kewenangan

diskresi untuk melakukan upaya paksa ini.

Mereka yang “berkantong tebal” dan memiliki akses ekonomi-politik

berpeluang terbebas dari upaya paksa meskipun perbuatannya menimbulkan

kerusakan luas. Namun tidak bagi kaum yang tidak mampu baik secara ekonomi

maupun politik yang menjadi sasaran dari penggunaan upaya paksa oleh penyidik

maupun penuntut meskipun perbuatannya tidak berdampak luas.
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Pada akhirnya hukum dilihat oleh masyarakat terutama mereka yang jauh dari

akses ekonomi-politik bukan sebagai tempat mencari ‘keadilan” namun justru

sarangnya “ketidak adilan” Hukum dilihat oleh kaum miskin hanya berlaku bagi

mereka namun tidak berlaku bagi kaum berpunya {the have). Pepatah yang sering

digunakan untuk mengibaratkan hal ini misalnya “lapor kehilangan kambing, malah

kehilangan sapi”.

Pada akhirnya hal ini menyebabkan “krisis kepercayaan” terhadap hukum

dan para penegaknya, bahkan hukum seolah kehilangan wibawanya, bila hal ini

berlangsung lama dan masyarakat merasa mengalami kebuntuan dalam menemukan

saluran untuk mendapatkan keadilan maka akan berpotensi memicu lahirnya

“peradilan jalanan” (eigenrechting).

Untuk mengatasi persoalan itu, pemberdayaan hukum bagi masyarakat

miskin {Legal empoweringfor the poor) menjadi penting keberadaannya agar mereka

memahami hak-hak hukum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan

sehingga dapat berdiri sejajar dengan aparat penegak hukum yang seringkah atas

nama hukum justru melanggar hukum dan hak-hak masyarakat.
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Persoalannya juga, KUHAP tidak mengatur tentang akibat hukum bila

penyidikan atau penuntutan dilakukan secara menyimpang, khususnya bila dilakukan

dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture) yang sangat mempengaruhi

fisik dan phisikis, apakah alat bukti yang diperoleh dengan cara demikiansecara

dianggap sah sebagai alat bukti di Pengadilan.

Di negara-negara anglo saxon, seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris,

suatu perolehan pembuktian secara sah berkaitan dengan Exclusionary Rules, yaitu

suatu aturan yang berlaku umum, berisikan larangan penggunaan alat bukti yang

diperoleh penyidik secara tidak sah dan melanggar undang-undang.

Di Amerika Serikat, valid atau tidaknya suatu pembuktian yang diperoleh

secara tidak sah itu dikembangkan oieh US Supreme Court (Mahkamah Agung

Amerika Serikat) dalam bentuk Exclusionary Rules, agar warga negara terhindar dari

tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Contoh kasus di

Amerika Serikat adalah Miranda Case (Miranda vs Arizona tahun 1966),

sebagaimana diungkapkan oleh John Kloter dan Dari L Meier dalam bukunya

m.. t
o I
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Criminal Evidence For Police.11 Miranda didakwa melakukan tindak pidana di suatu

tempat negara bagian Arizona, tetapi pada saat polisi melakukan penanangkapan

ternyata tidak memberitahukan hak tersangka untuk diam (Have the right Co rematn

silent) dan mendapat bantuan hukum {right to have a counsel), sehingga kelalaian

pejabat polisi/penyidik itu membawa konsekuensi terhadap pembebasan terdakwa

oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dikenal dengan case law sistemnya.

Oleh karena itu kasus Miranda ini merupakan “peringatan” bagi pejabat

penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap tersangka sesuai aturan

undang-undang, bahkan para penegak hukum, khususnya penyidik, mempergunakan

istilah tersebut sebagai Miranda Waming. Sedangkan di Inggris aturan seperti diatas

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai suatu Judge ’s Rules.

Di Indonesia KUHAP memberikan sarana berupa “Pra Peradilan”, namun

lingkup pemeriksaannya sangat terbatas, hanya terhadap keabsahan dari tindakan

penyidik atau penuntut dalam melakukan penangkapan, penahanan, maupun

penghentian penyidikan dan penuntutan. Lemahnya sistem pengawasan baik internal

maupun eksternal dalam tubuh lembaga kepolisian maupun kejaksaan semakin

“.Soeharto. Perkembangan Penegakan Hukum Indonesia, Ghalia, Bandung, 2000, hal 12

I
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menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi dan jaksa, berbagai bentuk 

pelanggaran oleh penyidik maupun penuntut hampir tidak pernah diberikan sanksi

hukum yang tegas.

Dengan demikian pada kenyataannya, masih banyak teijadi pelanggaran 

terhadap “Hak Asasi Manusia” para tersangka, terdakwa, terpidana yang ironisnya 

justru banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sehingga nilai-nilai luhur dalam 

konstitusi negara Republik Indonesia 1945, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, 

UU NO. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang 

Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan Maratabat Manusia ini yang menjamin 

HAM para tersangka, terdakwa, dan terpidana terabaikan. Yang tentu saja 

menimbulkan permasalahan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam

mengenai “Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Perlindungan HAM”
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum acara pidana Indonesia menjamin terlaksananya

perlindungan H AM bagi tersangka, terdakwa, terpidana dan pelaksanaannya

dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa dan terpidana

jika terjadi pelanggaran HAM terhadap mereka dalam proses peradilan

pidana?

C. Ruang lingkup pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada masalah yang ada, serta

mencegah terjadinya perluasan pembahasan, maka masalah yang akan dibahas dalam

skripsi ini hanya terbatas pada perlindungan HAM yang diatur oleh KUHAP dan

implementasinya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
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D. Tujuan penelitian

Bertolak pada pokok permasalahan yang diuraikan diatas maka tujuan yang 

ingin dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui implementasinya dalam proses peradilan pidana dalam

sistem hukum di Indonesia.

3. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan perlindungan HAM yang diatur 

dalam KUHAP dengan praktek dalam proses peradilan pidana di Indonesia

sehari - hari.

E. Manfaat Penelitian

E.l Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui perbandingan pelaksanaan hukum acara pidana yang 

diatur dalam KUHAP dengan pelaksanaannya prakteknya di lapangan dalam p 

penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia maka akan semakin memperkaya 

pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga

roses
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hasilnya dapat dijadikan kajian akademis dalam teori sistem penegakan hukum 

pidana khususnya sistem peradilan pidana.

E.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan bagi 

aparat penegak hukum dan para praktisi hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan 

proses penegakan hukum secara efektif di Indonesia.

F. Metode Penelitian

F.l Tipe penelitian

Ditinjau dari tipe penelitian hukum, maka penelitan dalam skripsi ini adalah

penelitian in abstracto/makro. Karena penelitian ini berorientasi pada hukum sebagai

nilai, asas, norma/kaidah dan sikap tindak perilaku.

F.2 Jenis bahan penelitian

Bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

otoritatif, maksudnya mempunyai otoritas normatif ( legislasi, regulasi). Sedangkan 

bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi menuntun bahan hukum 

primer dalam melakukan penelitian yang sifatnya menunjang bahan hukum primer.



19

Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu:

1. UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

2. UU No.5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau 

Merendahkan Martabat Manusia.

3. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. UU No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak

-Hak Sipil dan Politik.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Buku-buku hukum , artikel-artikel hukum.

2. Jurnal-jurnal hukum.

F.3 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

maka peneliti mengumpulkan berbagai legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.

F.4 Analisis Bahan penelitian

Terhadap bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dikumpulkan, disusun, diolah, dan dipisahkan dalam bagian-bagian tertentu dan
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dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya

dianalisis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dialkukan dengan melakukan 

konstruksi hukum, penafsiran hukum, analogi hukum, atau penghalusan hukum.

Dan teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan metode deduktif 

yaitu dengan aturan aturan hukum sebagai premis mayor dan fakta-fakta hukum 

sebagai premis minornya. Selanjutnya menggunakan logika ditariklah

kesimpulannya. Penggunaan metode ini lebih dikenal dengan silogisme hukum.
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